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ABSTRAK 
 
 
GESIED EKA ARDHI YUNATHA, 2010. ANALISIS PELAKSANAAN 
REKONTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP 
PEMENUHAN UNSUR DELIK PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi 
Kasus Nomor BP/71/V/2009/RESKRIM di Kepolisian Resort Wonogiri). Fakultas 
Hukum UNS. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan rekonstruksi tindak 
pidana dalam proses penyelidikan guna mengungkap kejahatan pencurian dengan 
kekerasan (perampokan) di Wonogiri oleh Polres Wonogiri, dan untuk mengetahui 
kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan rekonstruksi tindak pidana 
serta upaya-upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian 
hukum ini termasuk jenis penelitian pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian di 
Polres Wonogiri. Responden yaitu: Bapak Bunal Eko Trilaksono, Aiptu Polisi, selaku 
Kanit Identifikasi Polres Wonogiri, dan Bapak Sugiyo SH, AKP, Penyidik Polres 
Wonogiri. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data 
primer merupakan data utama, sedangkan data sekunder digunakan untuk mendukung 
data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi pustaka. 
Analisis data kualitatif dengan model interaktif data. 
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Maksud diadakan 
rekonstruksi adalah untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu peristiwa 
pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan perbuatannya. 
Dengan diperagakannya kembali bagaimana cara tersangka melakukan tindakannya 
maka dapat diketahui benar tidaknya keterangan tersangka dan dapat diperoleh 
gambaran yang jelas tentang tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. 
Rekonstruksi bukan merupakan alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan hanyalah 
sekedar merupakan bagian dari alat bukti yang sah, misalnya saja dalam 
memantapkan suatu alat bukti yang berupa keterangan terdakwa. Rekonstruksi sangat 
diperlukan berhubung larangan-larangan yang diberikan oleh petugas untuk tidak 
mengganggu dan senantiasa tertib dalam menyaksikan rekonstruksi. Untuk lebih 
berhasilnya rekonstruksi diperoleh suatu gambaran yang jelas tentang terjadinya suatu 
tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka alangkah lebih baiknya jika 
pelaksanaan rekonstruksi itu dilakukan di tempat kejadian perkara yang sebenarnya, 
dengan mengerahkan bantuan sukarela dari petugas keamanan seperti hansip, kamra, 
mengingat terbatasnya personil Polri yang ada. 
 
Kata Kunci: rekonstruksi, tindak pidana, pencurian, kekerasan, polres, wonogiri 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai 
berikut: ”Indonesia adalah negara hukum” maka apabila terjadi pelanggaran terhadap 
hukum harus di selesaikan melalui jalur hukum pula. Ini semua demi kepentingan dan 
kesejahteraan Bangsa Indonesia dan untuk menegakkan hukum yang berlaku. 
Dalam rangka penegakan hukum maka tujuan hukum pidana adalah mencari 
kebenaran dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, 
ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan 
menerapkan ketentuan hukum pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk 
mencari siapaikah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran 
hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna 
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menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah 
orang yang didakwa itu dapat persalahkan. 
Tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat dewasa ini semakin 
canggih dan semakin banyak seiring dengan berkembangnya keadaan masyarakat. 
Kejahatan-kejahatan yang diberitakan sekarang ini semakin komplek dengan berbagai 
latar belakang dan motif timbulnya suatu tindak pidana. Hal ini membuktikan bahwa 
kejahatan semakin sering terjadi dan menunjukkan ketidak-patuhan masyarakat 
terhadap hukum sehingga memerlukan suatu penanganan dan tindakan dari aparat 
penegak hukum secara profesional.  
Dalam perkembangan dan kemajuan zaman terutama dalam perkembangan 
dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak positif maupun negatif. 
Perubahan terjadi di setiap aspek kehidupan masyarakat.  Dewasa ini dalam Negara 
Indonesia selain terjadi perkembangan teknologi juga terjadi melebarnya perbedaan 
antara golongan kaya dan miskin. Hal inilah yang memungkinkan meningkatnya 
kualitas dan kuantitas kejahatan dengan berbagai corak dan ragamnya, yang meluas 
baik di kota maupun pedesaan. 
Setiap kejahatan pada hakikatnya merugikan siapa yang menjadi korbannya, 
baik korban individu maupun kelompok. Kerugian akibat kejahatan tersebut dapat 
berwujud materiil saja atau juga berwujud non materiil. Hal ini sangat 
memprihatinkan dan mencemaskan banyak pihak apabila tidak segera diupayakan 
pemutusannya dengan seksama maka dapat menimbulkan keresahan, sehingga 
demikian perlulah mendapat penanganan dari pihak yang berwenang. 
Tugas penyidik adalah menerima laporan dan pengaduan serta menyetop orang 
yang dicurigai untuk diperiksa. Dengan diterimanya laporan atau pengaduan atau 
informasi tentang terjadinya kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, tidak dengan 
sendirinya surat perintah penyidikan dikeluarkan. Pimpinan yang arif dan bijaksana 
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akan segera memerintahkan untuk meneliti kebenaran laporan tersebut dan menilai 
secara cepat namun cermat apakah sudah cukup alasan hukum dan bukti-bukti 
permulaan bagi dimulainya penyidikan. Berdasarkan hal tersebut dalam hal ini 
diperlukan adanya penyelidikan, berarti penyelidikan ini mendahului penyidikan. 
Kalau dihubungkan  dengan teori hukum pidana seperti dikemukakan oleh Van 
Bemmelen, maka penyelidikan ini maksudnya ialah tahap pertama dalam tujuh tahap 
hukum pidana, yang berarti mencari kebenaran. Pengertian penyidikan sejajar dengan 
pengertian opsporing dalam bahasa Belanda dan investigation dalam bahasa Inggris 
atau penyiasatan atau siasat dalam bahasa Malaysia. Menyidik berarti “pemeriksaan 
permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera 
setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa 
ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”. 
Untuk mengungkap suatu tindak pidana maka kepolisian melaksanakan fungsi 
penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidik 
untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana 
guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang (Pasal 1 angka 5 KUHAP);  adalah jelas mengungkap tindak 
pidana dilanjutkan dengan penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal 
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 angka 2 KUHAP) ini 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya yang menjadi 
latar belakang perlunya penyelidikan lebih dahulu sebelum pengadilan.. 
Kepolisian memiliki tugas ganda yaitu tugas preventif untuk mencegah 
kejahatan dengan jalan menjaga keamanan serta ketertiban, dan tugas represif adalah 
untuk menindak pelaku-pelaku kejahatan. Untuk menindak pelaku-pelaku kejahatan, 
maka penyidik melalui penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 
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tersangkanya. Untuk itu peran dari suatu rekonstruksi tindak pidana sangat 
diperlukan, karena dengan adanya rekonstruksi tindak pidana akan diperoleh suatu 
gambaran yang jelas tentang kejadian suatu tindak pidana. 
Isu hukum utama yang diteliti penulis dalam pencurian dengan kekerasan untuk 
pengungkapan unsur delik adalah barang yang menjadi objek kejahatan berpindah 
tangan kepada pelaku, karena pelaku mengambil alih barang milik korban secara 
melawan hukum. Hal ini target mirip dengan ”pemerasan” , namun bedanya dalam 
pemerasan barang milik korban berpindah pada pelaku karena disiapkan oleh korban. 
Kondisi yang demikian menjadikan rekonstruksi memiliki arti penting 
Rekonstruksi itu diperlukan oleh karena antara jangka waktu pemeriksaan 
perkara di depan persidangan cukup lama, sehingga membantu penegak hukum untuk 
memperoleh gambaran perkara yang terjadi pada waktu yang lampau. Selain itu 
rekonstruksi dapat peragakan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang 
perbuatan yang dilakukan untuk dikonstruksikan ke dalam unsur-unsur tindak pidana 
seperti di dalam KUHP. 
Berdasarkan pada latar belakang penulisan tersebut, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian yang lebih mendalam dan menuangkannya dalam penulisan 
hukum ini dengan judul: Analisis Pelaksanaan Rekonstruksi dalam Proses 
Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian dengan 
Kekerasan (Studi Kasus Nomor BP/71/V/2009/Reskrim di Kepolisian Resort 
Wonogiri). 
B. Perumusan Masalah 
Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas,maka penulis 
mengajukan permasalahan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana dalam proses penyidikan guna 
mengungkap kejahatan pencurian dengan kekerasan di Wonogiri oleh Kepolisian 
Resort Wonogiri? 
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan rekonstruksi 
tindak pidana serta upaya-upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut 
C. Tujuan Penulisan 
Setiap penelitian hukum mempunyai tujuan yang jelas. Demikian pula 
penelitian ini mempunyai tujuan obyektif dan tujuan subyektif yaitu sebagai berikut: 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana dalam proses 
penyelidikan guna mengungkap kejahatan pencurian dengan kekerasan 
(perampokan) di Wonogiri oleh Polres Wonogiri. 
b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan 
rekonstruksi tindak pidana serta upaya-upaya yang ditempuh untuk mengatasi 
kendala tersebut. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Meningkatkan kualitas penelitian penulis dan pengetahuan penulis serta 
mengetahui kesesuaian antara teori yang didapat penulis dari perkuliahan.  
b. Untuk memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya 
dan pada khususnya yang berkaitan dengan proses pelaksanaan rekonstruksi 
tindak pidana, khususnya tindak pidana dengan objek harta benda sering kali 
perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memiliki unsur-unsur yang bisa masuk 
dalam beberapa undang-undang. 
c. Memperoleh data yang cukup dan relevan yang diperlukan dalam penulisan 
hukum sebagai syarat mencapai gelar sarjana dibidang ilmu hukum Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 
Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 
dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang 
diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, 
khususnya yang berkaitan dengan proses pelaksanaan rekonstruksi tindak 
pidana dalam proses penyidikan guna mengungkap kejahatan pencurian dengan 
kekerasan (perampokan). 
b. Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Manfaat Praktis 
a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak pada umumnya 
dan penulis pada khususnya.  
b. Untuk memberikan informasi dan mengetahui proses pelaksanaan rekonstruksi 
tindak pidana dalam proses penyidikan guna mengungkap kejahatan pencurian 
dengan kekerasan (perampokan). 
 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik 
dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, 
mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidak-benaran dari 
suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan 
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dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. 
Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 2006:7). Metode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Jenis Penelitian 
Peneliti di dalam melakukan penelitiannya menggunakan metode pendekatan 
Yuridis Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian hukum yang 
memperoleh dari sumber data primer. Dengan pendekatan ini dimaksudkan untuk 
mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan Yuridis. 
2. Lokasi Penelitian 
Penulis mengambil lokasi Penelitian ini di Kepolisian Resort Wonogiri. 
3. Jenis Data  
Jenis data yang dipakai adalah data primer. “Data primer adalah data yang 
langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyidik untuk tujuan 
khusus”. Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh secara 
langsung dari penelitian lapangan, bersumber dari keterangan-keterangan, 
jawaban-jawaban pertanyaan atau fakta-fakta dari hasil wawancara secara 
langsung dengan sumber data yang secara kualitatif menguasai materi penelitian. 
4.  Sumber Data  
Berkaitan dengan jenis data yang digunakan, maka sumber data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah : 
a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berasal dari peraturan hukum 
positif. 
b) Bahan hukum skunder, yaitu bahan hukum yang membantu menganalisis dan 
memahami bahan hukum primer, seperti penjelasan undang-undang, rencana 
peraturan perundang-undang dan sebagainya. 
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c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan 
hukum primer dan bahan hukum skunder, seperti kamus hukum, ensiklopedi 
hukum, literatur-literatur hukum dan sebagainya. 
5.  Teknik Pengumpulan Data  
a)  Wawancara 
Penulis dalam penelitian ini mengajukan pertanyaan langsung kepada 
responden yang mengetahui permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penulis 
membatasi responen, yaitu para Jaksa yang berkantor di Kepolisian Resort 
Wonogiri  
b)  Studi Pustaka 
Penulis dalam hal ini melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca 
buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan 
hasi-hasil penelitian yang ada hubungannya dengan produk permasalahan yang 
sedang diteliti. 
6.  Teknik Analisis Data 
Mengingat data yang ada dalam penelitian ini bersifat kualitatif, maka akan 
dianalisis dengan teknik interaktif. Analisis interaktif  (interaktif model of analisis) 
yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu mereduksi 
data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Selain ini dilakukan suatu proses 
siklus antara tahap-tahap tersebut sehingga data yang terkumpul dan berhubungan 
satu dengan yang lain secara sistematis (Sutopo H.B, 2002:230). Tiga tahap 
tersebut adalah: 
a.)   Reduksi Data 
 Reduksi data merupakan bagian dari proses analisis yang mempertegas, 
memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan 
mengatur data sedemikian rupa sehingga  kesimpulan penelitian dapat 
dilakukan. 
b)    Penyajian Data 
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 Penyajian Data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam 
bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian yang dapat 
dilakukan. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah sehingga dapat 
menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti. Selain berbentuk narasi, 
sajian data juga bias meliputi berbagai jenis matrik, gambar/skema, jaringan 
kerja kegiatan dan juga tabel sebagai pendukung narasinya. 
c)   Penarikan Kesimpulan 
 Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses pengumpulan 
data berakhir. Kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-
benar bisa dipertanggungjawabkan. 
 
Gambar 1. Skema Model Interaktif 
(Sutopo H.B, 2002:114-116) 
 
 
b.) Sistematika Penulisan Hukum 
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Bab 1 Pendahuluan 
Dalam bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang 
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 
penelitian dan sistematika penulisan hukum. 
Bab 2 Tinjauan Pustaka 
  Bab ini menguraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. 
Kerangka teori meliputi tinjauan umum tentang hukum pidana, tinjauan umum 
tentang rekonstruksi tindak pidana, tinjauan umum tentang penyidik dan 
penyidikan, tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan 
(perampokan), dan kerangka pikir. 
Bab 3 Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan 
masalah, yaitu mengenai pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana dalam proses 
penyelidikan guna mengungkap kejahatan pencurian dengan kekerasan 
(perampokan) dan kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam 
melaksanakan rekonstruksi tindak pidana serta upaya-upaya yang ditempuh 
untuk mengatasi kendala tersebut di Wonogiri oleh Polres Wonogiri. 
Bab 4 Penutup 
Berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian skripsi dan saran-saran dari 
penulis untuk tindak lanjut penelitian berikutnya 
Daftar Pustaka 
Lampiran 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
F. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana 
a. Pengertian Hukum Pidana 
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, 
bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa 
perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan 
diancam pidana, asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan yang 
ditimbulkan oleh kelakukan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan 
kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.  
Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena 
antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang 
erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat 
dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam 
pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk 
menyatakan hubungan yang erat itu; maka dipakailah perkataan perbuatan, 
yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit: 
pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, 
yang menimbulkan kejadian itu (Susilo Yuwono, 1994:64-66). 
Karena itulah, maka kurang tepat jika untuk pengertian yang abstrak itu 
digunakan istilah "peristiwa" sebagaimana halnya dalam pasal. 14 ayat 1 UUD 
Sementara dahulu, yang memakai istilah "peristiwa pidana". Sebab Kepada 
perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian peristiwa itu adalah pengertian 
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yang konkrit, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, 
misalnya: matinya orang. 
 
Peristiwa ini saja tak mungkin dilarang. Hukum pidana tidak melarang 
adanya orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatannya 
orang lain. Jika matinya orang itu karena keadaan alam entah karena penyakit, 
entah karena sudah tua, entah karena tertimpa pohon yang roboh ditiup angin 
puyuh, maka peristiwa itu tidak penting sama sekali bagi hukum pidana. Juga 
tidak penting, jika matinya orang itu karena binatang. Baru apabila matinya ada 
hubungan dengan kelakuan orang lain, di situlah peristiwa tadi menjadi penting 
bagi hukum pidana. 
 
Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu "tindak pidana". 
Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak Kementerian Kehakiman, sering 
dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata "tindak" lebih pendek 
daripada "perbuatan" tapi "tindak" tidak menunjuk kepada hal yang abstrak 
seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya 
dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, 
tingkah-laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal 
dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering 
dipakai "ditindak". Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka 
dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik 
dalam pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu 
dipakai pula kata perbuatan. Contoh: U.U. no. 7 tahun 1953 tentang pemilihan 
Umum (pasal 127, 129 dan lain-lain). 
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b.Tujuan Hukum Pidana 
Tujuan hukum pidana antara lain terdapat dalam pedoman pelaksanaan 
KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman bahwa tujuan Hukum 
Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati 
kebenaran materiil, ialah kebenaran selengkap-lengkapnya dari suatu perkara 
pidana dengan menerapkan ketentuan hukum pidana secara jujur dan tepat 
dengan tujuan untuk mencari siapakah siapakah pelaku yang dapat didakwakan 
melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan 
dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu 
tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat 
dipersalahkan. 
 
Kemudian Van Bamellen mengemukakan tiga tujuan hukum pidana 
sebagai berikut: 
1) mencari dan menemukan kebenaran; 
2) pemberian keputusan oleh hakim; 
3) pelaksanaan keputusan, 
(Van Bamellen dalam Andi Hamzah,1994:64-66) 
 
Dari ketiga tujuan tersebut, yang paling penting karena menjadi tumpuan 
dari tujuan berikutnya adalah “mencari kebenaran” secara materiil. Setelah 
menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti itulah 
hakim akan sampai pada putusan. Kehakiman, bahwa pelaksanaan keputusan 
tersebut harus berdasarkan perikemanusiaan. Akan tetapi yang harus tetap 
menjadi pertimbangan utama ialah bahwa tujuan akhir sebenarnya ialah 
mencapai suatu ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan, dan 
kesejahteraan masyarakat. 
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 Pada hakekatnya bahwa tujuan ilmu hukum pidana ialah mempunyai 
persamaan dengan ilmu hukum dengan kekuasaan yaitu mempelajari hukum 
mengenai tatanan penyelenggaraan proses perkara pidana dengan 
memperhatikan perlindungan masyarakat serta menjamin hak-hak asasi 
manusia dan mengatur susunan serta wewenang alat perlengkapan negara 
penegak hukum untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. 
Dengan sarana peraturan hukum pidana itu, susunan dan wewenang alat 
perlengkapan negara penegak hukum dalam proses perkara pidana mempunyai 
tugas mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran, mengadakan tindakan 
penuntutan secara tepat, dan memberikan keputusan dan pelaksanaannya secara 
adil (Sudradjat Bassar M, 2004:29). 
Dengan demikian tugas atau fungsi dalam hukum pidana melalui alat 
perlengkapannya ialah: 
1) untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran, dalam hal ini 
adalah kebenaran secara materiil 
2) mengadakan penuntutan hukum dengan tepat 
3) menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan 
4) melaksanakan keputusan secara adil. 
b. Asas-asas Hukum Pidana  
Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah "Tidak 
dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen Starf Zonder Schuld; actus non facit 
nisi mens sir rea). Asas ini adalah asas tidak tertulis yang juga berlaku di 
Indonesia. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang 
melanggar dinamakan Leer van het materiele feit (Feit materiele). Dahulu hal 
ini dikenakan juga atas pelanggaran, tetapi sejak adanya arrest susu dari H.R. 
1916 Nederland, hal itu ditiadakan, juga untuk delik-delik overtredingen  
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berlaku pula asas tiada pidana tanpa kesalahan (Arrest Susu H.R. 14 Pebruari 
1916).  
 
Memang ada beberapa  hukum pidana yang tidak memakai unsur adanya 
kesalahan dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana, diantaranya 
hukum pidana fiskal. Dalam hal pidana fiskal, kalau ada pelanggaran maka 
pidananya adalah denda atau perampasan. 
 
Hubungan antara perbuatan pidana dan kesalahan diingatkan dalam 
hubungan antara sifat melawan hukum  perbuatan dan kesalahan. Kesalahan 
tidak dapat dimengerti tanpa adanya perbuatan, tapi sebaliknya perbuatan 
mungkin ada tanpa adanya kesalahan. Hal ini berarti seseorang tidak mungkin 
dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) tanpa melakukan perbuatan pidana, 
walaupun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dapat dipidana. 
 
Seseorang yang tidak dapat dipersalahkan melanggar sesuatu perbuatan 
pidana tidak mungkin dikenakan pidana, walaupun di masyarakat tabiatnya 
buruk. Untuk dijatuhi pidana, seseorang harus dapat bertanggungjawab menurut 
hukum pidana, sehingga seseorang itu tidak mungkin dipidana selama dia tidak 
melanggar larangan pidana. 
 
Dalam pertanggungjawaban pidana, seseorang dapat dikatakan 
mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana mampu 
untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan oleh karenanya dapat bahkan 
harus menghindari perbuatan yang demikian itu. 
 
Seseorang juga harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidanaya 
karena dia alpha atau lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang dalam hal 
tersebut dipandang seharusnya (sepatutnya) dia lakukan, meskipun hal tersebut 
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tidak sengaja dia lakukan. Dalam hal ini masalahnya bukan lagi kenapa 
melakukan perbuatan padahal mengetahui sifat buruknya perbuatan seperti 
dalam hal kesengajaan, melainkan kenapa tidak menjalankan kewajiban-
kewajiban yang seharusnya dilakukannya, sehingga akibatnya masyarakat 
dirugikan. Di sini perbuatan terjadi karena adanya kealpaan. 
2. Tinjauan Umum Tentang Rekonstruksi Tindak Pidana 
a. Pengertian Rekonstruksi Tindak Pidana 
Ada beberapa pengertian rekonstruksi, menurut beberapa sarjana maupun 
sumber-sumber buku, yaitu: 
1) Hasan Alwi 
Menurut Hasan Alwi pengertian rekonstruksi adalah pengembalian sebagai 
semula, sedangkan merekonstruksi adalah mengembalikan atau memulihkan 
sebagai semula (Hasan Alwi, dkk, 2002:96). 
2) Andi Hamzah 
Menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan 
kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik 
dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini 
dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh 
keyakinan (Andi Hamzah, 2004:502). 
3) Simorangkir  JCT. 
Menurut Simongkir JCT.  pengertian dari rekonstruksi adalah pembinaan 
atau pembangunan baru, pengulangan suatu kejadian. Misalnya, polisi 
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mengadakan rekonstruksi tindak pidana dari suatu kejahatan yang telah 
terjadi untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai jalannya 
kejahatan tersebut. (Simorangkir JCT, 2003:152).  
4) Himpunan Juklak dan Juknis Markas Besar Polisi Republik Indonesia.  
Menurut Juklak dan Juknis Markas Besar Polisi Republik Indonesia 
pengertian dari rekonstruksi tindak pidana adalah salah satu teknik 
pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan memperagakan kembali 
cara tersangka melakukan tindak pidana dan atau pengetahuan saksi, dengan 
tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya suatu 
tindak pidana tersebut untuk menguji kebenaran, keterangan tersangka atau 
saksi sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka 
tersebut sebagai pelaku dan dituangkan dalan Berita Acara Rekonstruksi 
tindak pidana. (Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. Daerah Jawa Timur. Himpunan Juklak dan 
Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, 2001:158). 
Pengertian di atas mengarah kepada praktek pelaksanaan rekonstruksi serta 
tujuan dari rekonstruksi yang sebenarnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa 
pengertian rekonstruksi diatas pada dasarnya sama, yang membedakan disini 
hanya sudut pandang masing-masing saja, karena umumnya orang 
memberikan pengertian atau definisi tentang sesuatu, selalu dipengaruhi oleh 
latar belakang pengetahuan orang itu terhadap sesuatu yang akan 
diberikannya difinisi. (Mohamad Bakri, 1998:4) 
3. Tinjauan Umum Penyidik dan Penyidikan 
a. Pengertian penyidik 
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Dalam setiap proses pemeriksaan tindak pidana peran penyidik sangat 
diperlukan, karena surat dakwaan dimulai dari penyidikan oleh penyidik. 
Adapun yang dimaksud dengan penyidik menurut pasal 6 KUHAP adalah 
sebagai berikut: 
1) Penyidik adalah: 
a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia 
b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 
undang-undang. 
2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan 
diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. 
Fungsi utama dari penyidik ataupun pembantu penyidik adalah 
melakukan tugas penyidikan. Adapun tugas penyidik dilakukan oleh pejabat 
polisi negara Republik Indonesia yang berpangkat bharada sampai jendral polisi 
yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. 
Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa fungsi utama penyidik dan 
pembatu penyidik adalah melakukan penyidikan sebagaimana dikatakan oleh R. 
Soesilo bahwa (R. Soesilo, hal 17) bahwa penyidik adalah orang atau pejabat 
yang oleh undang-undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan 
penyidikan perkara pidana. Dalam kalangan POLRI, khususnya dalam bidang 
reserse kriminal, pejabat itu juga disebut seorang reserse. 
b. Pengertian Penyidikan 
Tugas kepolisian adalah melakukan penyelidikan terhadap adanya suatu 
peristiwa pidana, disamping itu juga melakukan penyidikan dan pemeriksaan 
apabila tersangka telah berhasil diketemukan. Dari tugas yang diembannya 
terlihat bahwa kepolisian mempunyai tugas ganda yaitu tugas preventif untuk 
 xxix 
 
mencegah kejahatan dengan jalan menjaga keamanan serta ketertiban, 
sedangkan tugas represif adalah untuk menanggulangi kejahatan, dimana 
sebagai usaha yang dilakukannya adalah melakukan penyidikan. Sebagaimana 
yang tercantum dalam pasal 1 butir 2 KUHAP yang berbunyi: Penyidikan 
adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang 
dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 
mengumpulkan tersangkanya. (KUHAP dengan Penjelasannya, 2004:10). 
Dalam pengertian lain yang dimaksud dengan penyidikan adalah berasal 
dari kata sidik, yang artinya terang, jadi penyidikan adalah membuat terang atau 
jelas. Sidik berarti juga ”bekas” (sidik jari), sehingga menyidik berarti juga 
mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan artinya setelah 
bekas-bekas terdapat dan terkumpul kejahatan menjadi terang. (Soesilo R, 
2002:17). 
Arti penyidikan dalam bidang reserse kriminal dapat dibedakan antara lain: 
1) Penyidikan dalam arti luas, meliputi penyidikan, pengusutan dan 
pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan yang terus-
menerus, tidak ada pangkal permulaannya maupun penyelesaiannya. 
2) Penyidikan dalam arti sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang 
merupakan suatu bentuk operasi represip dari pemeriksaan perkara pidana. 
 
c. Tugas dan wewenang penyidik 
Tugas penyidikan perkara adalah mencari kebenaran menurut fakta yang 
sebenarnya. Didalam menjalankan tugasnya penyidik mempunyai wewenang 
yang tercantum dalam pasal 7 (1) KUHAP (2002). 
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1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 
pidana; 
2) Melakukan tindakan pertama saat ditempat kejadian; 
3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 
tersangka; 
4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 
5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
7) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 
saksi; 
8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan 
pemeriksaan perkara; 
9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. 
Di samping wewenang di atas penyidik ”bebas” untuk memeriksa 
siapapun yang dipandangnya perlu diperiksa sebagai saksi, pelapor atau korban 
dan sekalian orang yang perlu diperiksa agar perkara menjadi jelas.   
4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan 
a. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak 
pidana juga merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan pengertian 
kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Para ahli 
hukum pidana sering menggunakan istilah straafbaar feit untuk menyebut 
tindak pidana. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak 
diberikan penjelasan mengenai perkataan “straafbaar feit” tersebut. 
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 Menurut  Moeljatno  perbuatan pidana adalah: “Perbuatan yang dilarang 
oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai (sanksi) yang berupa 
pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga 
dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan 
hukum dilarang dan diancam pidana asal saja  dalam pada itu diingat bahwa 
larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu kejadian atau keadaan yang 
ditimbulkan oleh kelakuan orang sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada 
orang yang menimbulkan kejahatan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), 
sedang ancaman pidanya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian 
itu”  (Moeljatno, 1995:37). 
b. Pengertian Pencurian dengan Kekerasan 
Sebelum menjelaskan pengertian kejahatan pencurian dengan  kekerasan 
maka  akan  dibahas  dahulu  mengenai kejahatan itu sendiri. Seperti telah 
dimengerti bahwa pengertian kejahatan luas sekali dan seperti yang diketahui 
juga bahwa hukum pidana berpokok pada perbuatan yang dapat dipidana 
dengan pidana.    
 Mengenai perbuatan yang dapat dipidana yaitu perbuatan jahat atau 
kejahatan yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan hukum pidana dalam 
arti yang harus dibedakan (Andi Hamzah, 1994:38).  
a) Perbuatan jahat atau kejahatan sebagai gejala masyarakat dipandang secara 
bagaimana terwujud dalam masyarakat (dalam arti kriminologis). 
b) Perbuatan jahat atau kejahatan sebagaimana terwujud dalam in  abstrakto 
dalam peraturan- peraturan pidana (dalam arti hukum pidana).  
Setelah mengetahui pengertian dari tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan maka sebelum mendefinisikan pengertian pencurian dengan 
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kekerasan maka harus dibahas dahulu mengenai pengertian kekerasan, dan hal  
ini dapat dilihat dari berbagai pendapat, misalnya pendapat dari Andi Hamzah 
yang merumuskan arti dari kekerasan (Andi Hamzah, 1994:25) adalah sebagai 
berikut: setiap perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang   tidak  ringan 
(tenaga badan adalah kekuatan fisik). Pendapat R. Soesilo dalam mengartikan 
kekerasan adalah menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah tidak kecil secara 
tidak syah. (Soesilo, R, 2002:123). 
Sedangkan di  dalam  KUHP  pasal 98 hanya mengatakan tentang 
melakukan kekerasan saja, dan bunyi dari pasal 89 KUHP (Susilo Yuwono, 
1994:80) yaitu   yang   disamakan   dengan   melakukan kekerasan itu adalah 
membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Dari berbagai pendapat di 
atas  maka penulis menarik kesimpulan, yang dimaksud dengan kekerasan 
adalah suatu perbuatan yang dilakukan   dengan suatu tenaga atau kekuatan 
yang lebih dari biasanya yang menyebabkan orang pingsan atau tidak berdaya. 
Mengenai macam-macam kekerasan dibedakan menjadi empat macam 
yaitu: (Soesilo, R, 2002:123) 
1. Kekerasan legal Merupakan kekerasan yang didukung oleh hukum 
Misalnya: tentara yang melakukan tugas dalam peperangan  
2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi 
Suatu   faktor   penting   dalam   menganalisa   kekerasan   adalah   tingkat 
dukungan atau sanksi sosial terhadapnya. Misalnya:  tindakan kekerasan 
seorang suami atas penzina akan memperoleh  dukungan sosial. 
3.  Kekerasan rasional 
Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal   akan   tetapi  tak  ada sanksi 
sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam kontek kejahatan. 
Misalnya: lalu lintas narkotika. 
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4.  Kekerasan yang tidak berperasaan (irrational violence) 
Kekerasan yang terjadi karena tanpa adanya provokasi terlebih dahulu tanpa   
memperlihatkan motiavasi tertentu dan pada umumnya korban tidak   
dikenal oleh pelakunya.  
Mengenai pengertian dari pencurian dengan kekerasan  di dalam KUHP 
dinyatakan secara tegas sebagai kejahatan, hal ini dapat dilihat pada pembagian 
tindak pidana yang ada di dalam KUHP dibagi menjadi dua yaitu: kejahatan 
dan pelanggaran yang diatur dalam buku II dab buku III KUHP. 
G. Kerangka Pemikiran 
1. Bagan Kerangka Pemikiran 
Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak 
pidana juga merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan pengertian 
kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. 
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Gambar 2 
Kerangka Pemikiran 
Pencurian yang dilakukan dengan kekerasan dapat diartikan melakukan 
tindak kejahatan pencurian dengan menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah. 
Pengaturan mengenai pencurian dengan kekerasan secara jelas diatur dalam 
KUHP sebagai suatu kejahatan. 
2. Keterangan 
Tugas kepolisian adalah melakukan penyelidikan terhadap adanya suatu 
peristiwa pidana, disamping itu juga melakukan penyidikan dan pemeriksaan 
apabila tersangka telah berhasil diketemukan. Penyidikan dan rekonstruksi tindak 
pidana adalah bagian dari prosedur pemeriksaan guna mengungkap pelaku tindak 
pidana. 
Tahapan rekonstruksi terdiri atas tahap persiapan yang meliputi penunjukan 
petugas rekonstruksi, menentukan waktu dan tempat rekonstruksi, menyiapkan 
peralatan yang diperlukan, dan tahap pelaksanaan reksontruksi itu sendiri.  
Bila menurut situasi saat itu memungkinkan rekonstruksi tindak pidana 
dilakukan di tempat-tempat kejadian perkara (TKP) yang sebenarnya. Waktu dan 
tempat rekonstruksi tindak pidana ditentukan oleh penyidik atau penyidik 
pembantu atas perintah penyidik. Pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana dapat 
dilakukan di tempat lain di luar TKP. Hal ini disebabkan karena demi keamanan 
tersangka dari amukan masyarakat, yang kemungkinan akan dapat mengganggu 
jalannya rekonstruksi tindak pidana, di samping itu untuk lebih menghemat biaya, 
karena anggaran yang diakomodasikan untuk pelaksanaan rekonstruksi tindak 
pidana sangat minim sedangkan biaya untuk melaksanakan rekonstruksi tindak 
pidana sangat dibutuhkan dalam jumlah yang tidak sedikit terutama apabila 
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rekonstruksi tindak pidana dilakukan di luar wilayah Polres Wonogiri (Wawancara 
dengan Bunal Eko Trilaksono, Aiptu Polisi, Kanit Identifikasi, tanggal 27 Januari 
2010), sehingga harus mengeluarkan biaya lagi untuk transportasi ke daerah atau 
tempat kejadian perkara (TKP) yang bersangkutan.  
Peralatan yang diperlukan tersebut digunakan sebagai alat peraga dalam 
melaksanakan adegan rekonstruksi tindak pidana sehingga peralatan tersebut 
hanya berupa alat-alat mainan, seperti pisau yang dibuat dari kayu, alu yang dibuat 
dari kayu yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk aslinya. Hal 
ini dimaksudkan untuk keamanan para pelaku maupun peraga rekonstruksi tindak 
pidana. Apabila korban meninggal dunia, alat peraganya bisa digantikan oleh 
petugas yang telah ditunjuk, jika korban yang meninggal seorang anak kecil bisa 
diganti dengan boneka. 
Penelitian ini mencari jawaban perumusan masalah, bagaimana pelaksanaan 
rekonstruksi dan apa kendalanya? 
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan Rekonstruksi Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan Guna 
Mengungkap Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan oleh Polres Wonogiri. 
Tahapan pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana yang akan penulis uraikan di 
sini adalah dengan mengambil salah satu contoh pelaksanaan rekonstruksi tindak 
pidana tentang kasus pembunuhan oleh tersangka Supriyanto alias Suprih alias Baron 
bin Warsono Wardi dan tersangka Surono alias Melon bin Samiko terhadap korban 
bernama Tutut Feri Wiyanto (Berkas Perkara No.Pol: BP/71/V/2009/Reskrim), 
sebagai berikut: 
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1. Identitas Tersangka 
 
 Supriyanto alias Suprih alias Baron bin Warsono Wardi 
Dilahirkan di Wonogiri tanggal 16 April 1980, pekerjaan Tukang Parkir 
(Buruh), agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMP 
(tamat), alamat tempat tinggal: Dusun Kembang RT 03/01, Desa Setren, Kec. 
Slogohimo, Kab. Wonogiri. 
Ia diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka dalam perkara 
tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
365 ayat (2) ke 2e atau ayat (4) KUHP, sesuai dengan laporan polisi No.Pol: 
LP/06/V/2009/Sek. Slog, tanggal 14 Mei 2009. 
 Surono alias Melon bin Samiko 
Dilahirkan di Wonogiri 23 Agustus 1989, pekerjaan Tani, agama Islam, 
kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMK, alamat tempat tinggal: 
Setren RT 02/01, Dusun Setren, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri. 
Ia diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka dalam perkara 
tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
365 ayat (2) ke 2e atau ayat (4) KUHP, sesuai dengan laporan polisi No.Pol: 
LP/06/V/2009/Sek. Slog, tanggal 14 Mei 2009. 
2. Kasus Posisi 
Tindak pidana Pencurian dengan kekerasan (perampokan) yang 
mengakibatkan matinya orang dan atau pembunuhan yang dilakukan oleh Sdr. 
Supriyanto alias Suprih alias Baron alamat Dusun Kembang RT 03/01 Desa Setren 
Kec. Slogohimo Kab. Wonogiri dan Sdr. Surono alias Melon alamat Dusun Setren 
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RT 02/01 Desa Setren Kec. Slogohimo Kab. Wonogiri dengan cara Tersangka 
Supriyanto membacok korban dengan menggunakan clurit yang mengakibatkan 
korban Tutut Feri Wiyanto meninggal dunia di TKP dan Sdr. Wahyutiningsih luka 
bacok di bagian kepala dan punggung selanjutnya kedua tersangka mengambil 
barang-barang milik korban berupa 2 (dua) HP masing-masing merek Sony 
Erikson tipe K300I dan Nokia tipe 6030, sepeda motor Mio warna merah 
B6330TEY, 2 9dua) buah cincin emas dan uang tunai Rp. 110.000 (seratus 
sepuluh ribu rupiah). 
3. Pelaksanaan Rekonstruksi 
Yang dimaksud tahapan pelaksanaan di sini adalah penanganan perkara 
menurut urutan-urutan sesuai dengan tahapan peristiwa yang terjadi. Rekonstruksi 
tindak pidana dilakukan setelah penyidik melaksanakan pemeriksaan barang-
barang bukti dalam perkara yang terjadi guna untuk menguatkan keyakinan hakim 
dalam persidangan. (Gerson W. Bawengan,1997:67-80). 
Adapun tahapan di dalam pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana pencurian 
dengan kekerasan (perampokan) yang mengakibatkan matinya orang yang 
dilakukan oleh kedua tersangka tersebut di atas pada hari Kamis tanggal 14 Mei 
2009 sekitar pukul 14.00 WIB di Hutan Donoloyo Desa Watukusumo Kec. 
Slogohimo Kab. Wonogiri, dimana korban Wahyutiningsih diperankan oleh 
Bripda Wini, adalah sebagai berikut: 
Adegan ke: 1. Tersangka Supriyanto alias Suprih alias Baron bersama dengan 
Tersangka Surono alias Melon ketika akan pulang dari Hutan 
Donoloyo dengan mengendarai sepeda motor Smash warna hitam 
No.Pol AD2319CR Tersangka Surono di depan dan Tersangka 
Supriyanto di belakang (nggonceng) dimana Tersangka 
Supriyanto sudah membawa clurit dari rumah dan diselipkan di 
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pinggang dibalik baju serta kedua-duanya memakai helm standar 
dan kaca posisi dibuka melihat sepeda motor Mio warna merah 
parkir di dalam Hutan Jati Donoloyo. 
(adegan ini difoto no. 1 terlampir). 
Pada adegan ke-1 di atas terlihat Tersangka Supriyanto duduk canggung di 
atas sadel sepeda motor, berbeda dengan Tersangka Surono yang nampak santai 
dan pasrah dikerubungi penonton yang pada berdiri terlalu dekat dengan kedua 
tersangka. 
Adegan ke: 2. Tersangka Supriyanto als Baron mengajak berhenti dan balik lagi 
(putar arah) setelah melihat Sepeda Motor Mio yang diparkir di 
dalam hutan jati tersebut dan Tersangka Supriyanto bilang sama 
Tersangka Surono ”Ono Wong (ada orang) Wani Ora (berani 
tidak) kemudian berhenti dan Tersangka Supriyanto turun dari 
sepeda motor selanjutnya Tersangka Surono memarkir sepeda 
motornya di tepi jalan.  
(adegan ini difoto no. 2 terlampir). 
Pada adegan ke-2 di atas terlihat Tersangka Supriyanto berjalan ragu-ragu 
dan agak canggung diikuti Tersangka Surono yang berjalan santai dan pasrah 
dibelakangnya. Para petugas terlihat sigap siaga dan waspada khawatir kedua 
tersangka tiba-tiba melarikan diri (kabur) dari tempat rekonstruksi. 
Adegan ke: 3. Tersangka Supriyanto dan Surono berjalan menuju ke dalam hutan 
jati dengan posisi Tersangka Supriyanto berjalan di depan dan 
Tersangka Surono berjalan di belakang. 
(adegan difoto no. 3 terlampir). 
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Pada adegan ke-3 di atas terlihat Tersangka Supriyanto berjalan perlahan 
diikuti Tersangka Surono yang berjalan santai dan pasrah dibelakangnya. Para 
petugas mengerubungi kedua tersangka dan tampak siap siaga bila tiba-tiba kedua 
tersangka berupaya melarikan diri dari tempat rekonstruksi. 
Adegan ke: 4. Tersangka Supriyanto mengeluarkan clurit dari pinggang balik 
baju selanjutnya sarung clurit diserahkan kepada Tersangka 
Surono alias Melon serta tersangka Supriyanto bilang sama 
Surono ”Tegel Ora (sampai hati tidak) dan dijawab Tersangka 
Surono ”Wani”, kemudian kaca helm kedua tersangka diturunkan 
sehingga muka kedua tersangka tidak kelihatan. 
(adegan ini diambil foto no. 4 terlampir). 
Pada adegan ke-4 di atas tampak Tersangka Supriyanto dengan gagah 
mencabut clurit kayu dari balik bajunya disaksikan oleh Tersangka Surono yang 
berdiri di dekatnya. Kemudian Tersanga Supriyanto bertanya kepada Tersangka 
Surono mengenai keberanian mereka untuk berbuat kejahatan. Para petugas 
mengitari kedua tersangka dan tampak siap siaga bila tiba-tiba kedua tersangka 
berupaya kabur dari tempat rekonstruksi. 
Adegan ke: 5. Tersangka Supriyanto yang sudah memegang clurit berjalan 
menuju ke tempat korban dimana Tersangka Supriyanto berjalan 
di depan dan Tersangka Surono berjalan di belakangnya. 
(adegan ini diambil foto no. 5 terlampir). 
Pada adegan ke-5 di atas terlihat Tersangka Supriyanto berjalan perlahan 
dengan penuh kepastian hati sambil mengacung-acungkan clurit kayu disaksikan 
oleh Tersangka Surono yang berdiri di dekatnya. Para petugas mengitari kedua 
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tersangka dan tampak siap siaga bila tiba-tiba kedua tersangka berupaya melarikan 
diri dari tempat rekonstruksi. 
Adegan ke: 6. Posisi sepeda motor Mio milik korban yang sedang diparkir 
dibawah pohon jati dan tas milik Wahyutiningsih diletakkan di 
bodi sepeda motor. 
(adegan ini diambil foto no. 6 terlampir). 
Pada adegan ke-6 di atas terlihat sepeda motor Mio dan satu tas tergantung 
di dekat stang.  
Adegan ke: 7. Korban yaitu Sdr. Tutut Feri Wiyanto dan Wahyutiningsih dengan 
posisi Tutut duduk selonjor dan Wahyutiningsih dengan posisi 
Tutuk duduk selonjor dan Wahyutiningsih duduk tengkurap di 
kedua paha Sdr. Tutut. 
(adegan ini diambil foto no. 7 terlampir) . 
Pada adegan ke-7 di atas tampak pemeraga kedua korban sedang duduk 
bercumbu dan bersandar di bawah pohon jati. Kedua pemeraga tidak terlihat ragu 
dan canggung. 
 
Adegan ke: 8. Tersangka Supriyanto berjalan menuju ke arah kedua korban 
dengan clurit disembunyikan di belakang badan dan Tersangka 
Surono mengikuti di belakang. 
(adegan ini diambil foto no. 8 terlampir). 
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Pada adegan ke-8 di atas terlihat Tersangka Supriyanto melangkah tegap 
dengan menggenggam clurit kayu di belakang punggungnya menuju kedua 
pemeraga korban yang duduk selonjor di bawah pohon jati. Adapun tersangka 
Surono menyaksikan tanpa keraguan dan berjalan perlahan mengikuti Tersangka 
Supriyanto dari arah belakang. 
Adegan ke: 9. Tersangka Supriyanto mengeluarkan clurit dan bilang minta 
”Duit-Duit” sambil mengancam korban. 
(adegan ini diambil foto no. 9 terlampir). 
Pada adegan ke-9 di atas terlihat Tersangka Supriyanto seperti kurang 
bersemangat memeragakan bagaimana mengancam korban Tutut untuk 
memberikan uang. Posisi tubuh Tersanga Supriyanto berdiri tegak, seharusnya bila 
ancaman itu serius maka Tersangka Supriyanto setidaknya menjorongkan 
tubuhnya sambil mengacung-acungkan clurit kayu ke arah korban Tutut. Pemeraga 
korban Tutut sendiri tidak menunjukkan wajah ketakutan, hanya tampak wajah 
serius saja. 
Adegan ke: 10. Karena tidak diberi kemudian tersangka Supriyanto langsung 
membacok dengan clurit di bagian punggung Tutut sebanyak satu 
kali. 
(adegan ini diambil foto no. 10 terlampir). 
Pada adegan ke-10 di atas terlihat Tersangka Supriyanto seperti kurang 
serius memeragakan bagaimana membacok korban Tutut dengan clurit kayu.  
Kedua kaki Tersangka Supriyanto terlihat berjingkat, padahal hal ini tidak 
mungkin terjadi pada kejadian sebenarnya, yang mana seharusnya kedua tapak 
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kaki Tersangka Supriyanto melekat ke tanah dengan posisi siaga guna menghadapi 
kemungkinan serangan balik dari korban Tutut. 
Adegan ke: 11. Korban Tutut berguling ke samping kanan untuk menghindar 
dengan posisi kedua tangan di atas dada untuk menangkis. 
(adegan ini diambil foto no. 11 terlampir). 
Pada adegan ke-11 di atas terlihat Tersangka Supriyanto seperti kurang 
serius memeragakan bagaimana mengancam korban Tutut dengan mengacung-
acungkan clurit kayu sambil menengadahkan telapak tangan meminta sesuatu.  
Wajah pemeraga korban Tutut terlihat serius namun tidak menampakan wajah 
ketakutan, begitu juga dengan pemeraga korban Wahyutiningsih yang duduk 
santai menyaksikan pemeragaan Tersangka Supriyanto beraksi. 
Adegan ke: 12. Tersangka Supriyanto mendekati korban Tutut dan mau minta HP 
sambil mengancam dengan clurit. 
(adegan ini diambil no. 12 terlampir). 
Pada adegan ke-12 di atas terlihat Tersangka Supriyanto berdiri santai 
seperti kurang serius memeragakan bagaimana mengancam korban Tutut dengan 
mengacung-acungkan clurit kayu.  Para petugas berdiri sangat dekat dengan 
Tersangka Supriyanto guna menjaga agar Tersangka Supriyanto tidak berupaya 
kabur dari lokasi rekonstruksi. Pemeraga korban Wahyutiningsih duduk santai 
menyaksikan pemeragaan Tersangka Supriyanto membacok dan mengancam 
pemeraga korban Tutut. 
Adegan ke: 13.  Karena tidak diberikan HP oleh korban Tutut kemudian 
Tersangka Supriyanto membacok dengan clurit di bagian 
pinggang sebelah kanan. 
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(adegan ini diambil foto no. 13 terlampir). 
Pada adegan ke-13 di atas tampak Tersangka Supriyanto serius 
memeragakan membacok pemeraga korban Tutut dengan clurit kayu, disaksikan 
Tersangka Surono yang berdiri di belakangnya.  Para petugas berdiri sangat dekat 
kedua tersangka guna menjaga agar kedua tersangka tidak berupaya kabur dari 
lokasi rekonstruksi. Pemeraga korban Wahyutiningsih duduk santai menonton 
pemeragaan Tersangka Supriyanto membacok pemeraga korban Tutut. 
Adegan ke: 14. Tersangka Supriyanto kemudian mengambil HP milik Sdr. Tutut 
yang berada di saku celana depan. 
(adegan ini diambil foto no. 14 terlampir). 
Pada adegan ke-14 di atas tampak Tersangka Supriyanto serius 
memeragakan mengambil barang dari saku celana pemeraga korban Tutut 
disaksikan Tersangka Surono yang berdiri santai dan tidak terlihat serius.  Para 
petugas mengerubungi kedua tersangka guna menjaga kedua tersangka bila tiba-
tiba melarikan diri dari lokasi rekonstruksi.  
Adegan ke: 15. Tersangka Supriyanto menyerahkan HP milik Sdr. Tutut kepada 
Tersangka Surono dengan cara HP setengah dilempar. (adegan ini 
diambil foto no. 15 terlampir). 
Pada adegan ke-15 di atas terlihat Tersangka Supriyanto dengan serius 
memberikan barang kepada Tersangka Surono yang terlihat ragu-ragu dan 
canggung berdiri di belakangnya.  Para petugas berdiri dekat denga kedua 
tersangka menonton pemeragaan tersebut. 
Adegan ke: 16. Tersangka Supriyanto mengambil dompet milik korban Tutut dari 
saku celana belakang.  
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(adegan ini diambil foto no. 16 terlampir). 
 
Pada adegan ke-16 di atas tampak Tersangka Supriyanto serius 
memeragakan mengambil dompet dari saku celana pemeraga korban Tutut 
disaksikan Tersangka Surono dan para petugas yang berdiri di belakangnya.  
Adegan ke: 17.  Setelah dompet diambil kemudian Tersangka Supriyanto 
menyerahkan dompet kepada Tersangka Surono. 
(adegan ini diambil foto no. 17 terlampir). 
Pada adegan ke-17 di atas tampak Tersangka Supriyanto dengan serius 
memberikan dompet kepada Tersangka Surono yang terlihat sudah tidak canggung 
lagi berdiri di belakangnya.  Para petugas berdiri dekat dengan kedua tersangka 
menonton pemeragaan tersebut. 
Adegan ke: 18. Tersangka Supriyanto minta HP kepada korban Wahyutiningsih 
sambil mengancam dengan clurit selanjutnya HP oleh Sdr. 
Wahyutiningsih diserahkan kepada Tersangka Supriyanto. 
(adegan ini diambil foto no. 18 terlampir). 
Pada adegan ke-18 di atas terlihat Tersangka Supriyanto berdiri salah dan 
tidak mencondongkan tubuhnya ke arah pemeraga korban Wahyutiningsih, 
sehingga tampak kurang serius mengancam dengan mengacung-acungkan clurit 
kayu ke arah pemeraga korban Wahyutiningsih.  Tampak pemeraga korban 
Wahyutiningsih dengan lesu memberikan HP kepada Tersangka Suptiyanto. 
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Adegan ke: 19. Tersangka Supriyanto kemudian menyerahkan HP kepada 
Tersangka Surono. 
(adegan ini diambil foto no. 19 terlampir). 
Pada adegan ke-19 di atas tampak Tersangka Supriyanto dengan serius 
memberikan HP kepada Tersangka Surono yang terlihat sudah tidak canggung lagi 
berdiri di belakangnya.  Para petugas berdiri dekat dengan kedua tersangka 
menonton pemeragaan tersebut. 
Adegan ke: 20. Korban Sdr. Wahyutiningsih mengambil tas yang ditaruh di 
sepeda motor Mio dan menyerahkan kepada Sdr. Surono. (adegan 
ini diambil foto no. 20 terlampir). 
Pada adegan ke-20 di atas terlihat Tersangka Surono dengan canggung 
menerima tas dari pemeraga korban Wahyutiningsih.  Wajah pemeraga korban 
Wahyutiningsih tampak tidak ada rasa takut dan kurang serius. 
Adegan ke: 21. Tersangka Surono membuka tas milik Wahyutinignsih karena 
tidak ada barang yang berharga kemudian tas dilempar ke tanah. 
(adegan ini diambil foto no. 21 terlampir). 
Pada adegan ke-21 di atas terlihat wajah Tersangka Surono biasa-biasa saja 
dan berdiri santai sewaktu membuka tas yang diberikan oleh pemeraga korban 
Wahyutiningsih. 
Adegan ke: 22. Tersangka Supriyanto mau minta cincin milik Wahyutiningsih 
karena tidak diberikan dan korban berteriak kemudian Tersangka 
Supriyanto membacok di bagian kepala Sdr. Wahyutiningsih. 
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(adegan ini diambil foto no. 22 terlampir). 
Pada adegan ke-22 di atas terlihat Tersangka Supriyanto berdiri santai 
walaupun mengancam pemeraga korban Wahyutiningsih dengan mengacung-
acungkan clurit kayu. 
Adegan ke: 23. Korban Wahyutiningsih melapas kedua cincin dari jarinya 
kemudian diserahkan kepada Tersangka Surono. 
(adegan ini diambil foto no. 23 terlampir). 
Pada adegan ke-23 di atas terlihat Tersangka Surono tidak begitu serius 
menerima kedua cincin dari pemeraga korban Wahyutiningsih. 
Adegan ke: 24. Karena Wahyutiningsih berteriak lagi kemudian tersangka 
Supriyanto membacok Sdr. Wahyutiningsih di bagian pinggang.  
(adegan ini diambil foto no. 24 terlampir). 
Pada adegan ke-24 di atas terlihat Tersangka Supriyanto tidak begitu serius 
membacokkan clurit kayu pada tubuh pemeraga korban Wahyutiningsih. 
Adegan ke: 25. Tersangka Supriyanto minta kunci sepeda motor Mio karena 
korban Tutut tidak menyerahkan kuncinya kemudian Tersangka 
Supriyanto membacok korban Tutut di bagian kepala. 
(adegan ini diambil foto no. 25 terlampir). 
Pada adegan ke-25 di atas terlihat Tersangka Supriyanto tidak begitu serius 
membacokkan clurit kayu pada tubuh pemeraga korban Tutut. 
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Adegan ke: 26. Karena kunci belum juga diberikan Tersangka Supriynto 
membacok lagi di bagian leher. 
(adegan ini diambil foto no. 26 terlampir). 
Pada adegan ke-26 di atas tampak Tersangka Supriyanto mulai serius 
memeragakan pembacokan tubuh pemeraga korban Tutut dengan clurit kayu 
hingga berulang kali. 
Adegan ke: 27. Tersangka Supriyanto merobek saku jaket Sdr. Tutut dengan 
menggunakan clurit. 
(adegan ini diambil foto no. 27 terlampir). 
Pada adegan ke-27 di atas terlihat Tersangka Supriyanto dengan wajah pasti 
memeragakan perobekan saku jaket pemeraga korban Tutut dengan clurit kayu 
walaupun saku jaket tersebut tidak berhasil dirobek. 
Adegan ke: 28. Tersangka Supriyanto mengambil kunci sepeda motor Mio dari 
saku jaket Sdr. Tutut dan Tersangka Surono berjalan 
meninggalkan lokasi kejadian. 
(adegan ini diambil foto no. 28 terlampir). 
Pada adegan ke-28 di atas terlihat Tersangka Supriyanto dengan penuh 
semangat mengambil kunci sepeda motor Mio dari sakut jaket pemeraga korban 
Tutut dan berjalan gontai ke arah sepeda motor Mio diparkir. 
Adegan ke: 29. Tersangka Supriyanto mengambil sepeda motor Mio. (adegan ini 
diambil foto no. 29 terlampir). 
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Pada adegan ke-29 di atas tampak Tersangka Supriyanto dengan penuh 
semangat duduk di atas sadel sepeda motor Mio dan menyalakan mesinnya. Para 
petugas dengan sigap berdiri di dekatnya guna menjaga kedua tersangka bila tiba-
tiba berusaha kabur dari tempat rekonstruksi. 
Adegan ke: 30. Tersangka Supriyanto dengan mengendarai sepeda motor Mio 
meninggalkan korban Tutut dan Wahyutiningsih. (adegan ini 
diambil foto no. 30 terlampir). 
Pada adegan ke-30 di atas terlihat Tersangka Supriyanto seolah-olah 
mengendarai sepeda motor Mio meninggalkan tempat kejadian perkara. Para 
petugas dengan sigap mengerubungi kedua tersangka guna menghindari hal-hal 
yang tidak diinginkan. 
Adegan ke: 31. Tersangka Supriyanto membuang clurit di dalam hutan sambil 
mengendarai sepeda motor Mio. 
(adegan ini diambil foto no. 31 terlampir). 
Pada adegan ke-31 di atas terlihat Tersangka Supriyanto dengan wajah serius 
membuang clurit kayu disaksikan Tersangka Surono yang mengikuti dari 
belakang. Para petugas dengan sigap mengerubungi kedua tersangka guna 
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 
Adegan ke: 32. Posisi clurit ketika dibuang oleh Sdr. Supriyanto. 
(adegan ini diambil foto no. 32 terlampir). 
Pada adegan ke-32 di atas terlihat posisi clurit kayu setelah dibuang oleh 
Tersangka Supriyanto. Clurit kayu tersebut tidak patah, tidak berlumuran darahn 
dan terlihat masih baru dibuat. 
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Adegan ke: 33. Kedua tersangka yaitu tersangka Supriyanto dan Tersangka 
Surono meninggalkan lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda 
motor dimana Tersangka Supriyanto mengendarai sepeda motor 
Mio hasil kejahatan dan Tersangka Surono mengendarai sepeda 
motor Smash miliknya. 
(adegan ini diambil foto no. 33 terlampir). 
Pada adegan ke-33 di atas tampak Tersangka Supriyanto seolah-olah 
mengendarai sepeda motor Mio dan diikuti Tersangka Surono yang mengendarai 
sepeda motor yang lain. Kedua tersangka berwajah semangat karena pelaksanaan 
rekonstruksi sudah selesai. Para petugas mengerubungi kedua tersangka guna 
menjaga bila tiba-tiba kedua tersangka berupaya melarikan diri dari tempat 
rekonstruksi. 
B. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik dalam melaksanakan Rekonstruksi 
Dalam hal melaksanakan rekonstruksi tindak pidana, polisi sebagai penyidik 
sering mendapatkan kendala yang mengakibatkan tidak lancarnya pelaksanaan 
rekonstruksi tindak pidana, yang timbul tanpa dikehendaki adanya. Dengan 
timbulnya faktor pengkendala dalam proses rekonstruksi tindak pidana maka 
otomatis berpengaruh pula dalam keberhasilan penyelesaian penyidikan tindak 
pidana. 
Timbulnya kendala ini karena situasi yang tercipta oleh berbagai pihak baik 
sengaja maupun tidak sengaja. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan menjadi dua 
macam kendala yang sering timbul dalam melaksanakan rekonstruksi tindak pidana, 
khususnya oleh Polres Wonogiri (Berkas Perkara No.Pol: BP/71/V/2009/Reskrim, 
2009). 
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1. Kendala dalam proses penyidikan 
Di dalam pengumpulan alat bukti di TKP seperti alat kejahatan, hasil dari 
kejahatan atau karena peristiwa kejahatan yang ditemukan pada suatu tempat 
kejadian perkara tersebut mempunyai peranan penting untuk mengungkap tindak-
pidana yang terjadi. Jadi TKP harus tetap asli sebelum penyidik datang untuk 
mengolah TKP. Karena semakin lengkap barang bukti yang berhasil ditemukan 
akan semakin memperlancar proses penyidikan yang harus dilakukan. Suatu 
barang bukti dikatakan lengkap jika barang-barang bukti itu sudah memenuhi 
syarat baik keadaan materiil maupun prosedurnya. Namun dalam kenyataannya 
sering barang bukti menjadi tidak lengkap karena dihilangkan oleh masyarakat 
yang kurang memahami arti penting barang bukti. Misalnya dalam suatu tindak 
pidana pembunuhan, tetes darah sudah dibersihkan sebelum penyidik sempat 
melaksanakan pemeriksaan, sehingga unsur alat bukti menjadi berkurang, dengan 
demikian barang bukti yang tidak lengkap dapat mengkendala proses penyidikan. 
Dan lengkapnya barang bukti yang berhasil diketemukan akan memperlancar 
suatu proses penyidikan. 
2. Kendala dalam proses rekonstruksi tindak pidana itu sendiri: 
a. Idealnya dalam pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana harus dilakukan di 
tempat kejadian perkara. Karena dengan dilakukannya rekonstruksi tindak 
pidana di tempat kejadian perkara tersebut, akan lebih memudahkan tersangka 
melaksanakan tindakannya sehingga memudahkan pemeriksaan. Namun tidak 
jarang juga rekonstruksi tindak pidana suatu tindak pidana tidak dilaksanakan 
pada tempat kejadian perkara sebenarnya. Hal ini karena adanya kendala dari 
masyarakat yang biasanya masih belum reda emosinya akibat adanya kasus 
yang terjadi menimpa keluarga maupun lingkungannya. Biasanya dalam kasus 
yang besar dan meresahkan masyarakat inilah yang tidak dilakukan 
rekonstruksi tindak pidana pada tempat kejadian perkara. Sehingga terhadap 
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kasus-kasus semacam ini rekonstruksi tindak pidana tidak dilakukan di tempat 
kejadian perkara dan pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana dilakukan di 
tempat kejadian yang ditentukan oleh penyidik. 
b. Biaya yang dikeluarkan untuk rekonstruksi tindak pidana sangat banyak, 
sedangkan anggaran yang ada tidak mencukupi untuk melaksanakan 
rekonstruksi tindak pidana. Sehingga dengan kekurangan anggaran tersebut 
terkadang rekonstruksi tindak pidana yang dilakukan di TKP tetapi tidak dapat 
dilakukan di TKP karena kalau dilakukan di TKP cukup banyak anggaran yang 
harus dikeluarkan, sehingga dengan tidak dilakukan rekonstruksi tindak pidana 
di TKP biaya dapat ditekan. 
c. Demikian juga dengan pengadaan sarana transportasi, karena transportasi yang 
tersedia di Polres Wonogiri (Berkas Perkara No.Pol: BP/71/V/2009/Reskrim, 
2009) sangat terbatas. Hal ini dapat menyebabkan terkendalanya pelaksanaan 
rekonstruksi tindak pidana, sehingga proses penyelesaiannya agak terlambat, 
padahal apabila sarana transportasinya tercukupi perkara akan dapat segera 
diselesaikan. 
d. Dalam pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana pada umumnya masyarakat 
berduyun-duyun ingin melihat pemeragaan tersebut, yang terkadang tanpa sadar 
telah mengganggu jalannya rekonstruksi tindak pidana, tanpa menghiraukan 
larangan yang diserukan oleh petugas polisi. 
 
3. Upaya untuk Mengatasi Kendala 
Meskipun cukup banyak kendala yang dialami oleh penyidik dalam 
melaksanakan rekonstruksi tindak pidana, namun semua kendala itu sedikit banyak 
dapat diatasi dengan berbagai upaya dan rasa tanggung jawab dari polisi sebagai 
aparat penegak keamanan. Adapun upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut 
dapat penulis kelompokkan menjadi dua bagian yaitu: 
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a. Kendala yang timbul dari proses penyidikan 
1) Dalam mengatasi kendala yang timbul karena dihilangkannya barang-barang 
bukti, dapat dicegah dengan jalan memberikan penerangan kepada 
masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan hukum juga kepada pihak 
aparat penegak hukum itu sendiri serta instansi-instansi yang terkait. Dengan 
cara ini diharapkan masyarakat lebih mengetahui arti penting barang-barang 
bukti dalam rangka proses penyelesaian perkara. 
2) Sedangkan kendala lainnya dapat diatasi dengan peningkatan kesadaran 
hukum masyarakat yang dilakukan dengan melalui penyuluhan hukum. 
Penyuluhan ini tidak harus dilakukan dalam suasana formal tetapi dapat 
dilakukan dengan informal oleh setiap anggota Polri dalam pergaulan sehari-
hari di dalam masyarakat. Sehingga dengan demikian akan lebih 
mendekatkan antara warga masyarakat dengan polisi dalam hubungannya 
yang akrab dan terbuka. Dimana masyarakat tidak perlu takut lagi apabila 
didatangi polisi untuk dimintai keterangan, begitu juga pihak polisi akan 
lebih mengetahui keadaan lingkungan sekitar dan mampu menjaga 
terciptanya situasi yang aman dan tertib. Hal ini dapat dilakukan dengan 
terlebih dahulu memberikan pengarahan kepada anggota keluarga kemudian 
pada lingkungan sekitar dan akhirnya meluas lagi pada radius yang lebih 
besar. 
 
b. Kendala yang timbul dari proses rekonstruksi tindak pidana: 
1) Memberikan pengamanan terbuka dan tertutup seketat mungkin apabila 
rekonstruksi tindak pidana tersebut dilakukan di tempat kejadian perkara 
(TKP) yang sebenarnya. Di samping itu memberikan pengertian kepada 
korban (jika masih hidup), para pelaku, keluarga korban, saksi-saksi juga 
masyarakat, akan pentingnya pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana, 
sehingga memohon pengertian dari seluruh masyarakat, demi lancarnya 
tugas Polri. 
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2) Dalam masalah anggaran yang minim, dapat diatasi dengan adanya bantuan 
dari keluarga korban maupun masyarakat karena ikut berpartisipasi dalam 
membantu baik tenaga maupun sarana transportasi, sehingga dengan bantuan 
tersebut sedikit banyak sudah dapat meringankan pihak polisi. Di samping 
itu atas kebijaksanaan pimpinan komandan polisi anggaran tersebut dapat 
diupayakan untuk membantu kegiatan rekonstruksi tindak pidana. 
3) Untuk mengatasi minat masyarakat yang antusias dalam menyaksikan 
pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana maka dilakukanlah penyuluhan 
untuk memberikan penerangan kepada masyarakat tentang pentingnya 
rekonstruksi tindak pidana sehingga masyarakat tidak hanya menonton saja 
tetapi juga mengerti maksud diadakannya rekonstruksi tindak pidana 
tersebut. Dengan demikian masyarakat diharapkan dapat turut serta menjaga 
dan mendukung agar tetap lancarnya pelaksanaan rekonstruksi tindak 
pidana. 
 
4. Peranan Rekonstruksi tindak pidana dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap 
Kejahatan 
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai bagaimana peranan rekonstruksi 
tindak pidana dalam proses penyidikan guna mengungkap kejahatan, terlebih 
dahulu akan penulis berikan batasan mengenai arti kata peranan berkaitan dengan 
judul di atas. Pengertian kata peranan menurut Hasan Alwi mempunyai arti 
sebagai berikut: 
Peranan: 1. Peran; 2. Sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang 
terutama (dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa); misalnya tenaga-tenaga ahli 
atau buruh pun memegang peranan penting dalam pembangunan negara. (Hasan 
Alwi , 2002:56). 
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Dari pengertian tersebut di atas jelaslah bahwa kata peranan mempunyai arti 
sebagai sesuatu yang menjadi bagian, dalam hal terjadinya suatu peristiwa atau 
kejadian. Dalam kaitannya dengan judul skripsi ini, penulis mengartikan kata 
peranan tersebut sebagai keikutsertaan, yaitu keikutsertaan rekonstruksi tindak 
pidana sebagai bagian dari proses penyidikan kejahatan, khususnya kejahatan 
terhadap nyawa. 
Pada dasarnya di dalam kegiatan penyidikan suatu tindak pidana terdapat 
beberapa teknik atau kegiatan antara lain: Penyelidikan, Penindakan, Pemeriksaan 
serta Penyelesaian dan Penyerahan berkas perkara. Salah satu kegiatan penyidikan 
tersebut adalah pemeriksaan terhadap tersangka atau saksi dengan maksud untuk 
mendapatkan keterangan yang diperlukan oleh penyidik. Kegiatan tersebut 
dilakukan dengan cara: Interview yaitu mengadakan wawancara dengan tersangka 
atau saksi; Interogasi yaitu memeriksa dengan cara memberikan pertanyaan baik 
lisan maupun tertulis kepada tersangka; Konfrontasi (pengertiannya telah penulis 
uraikan di atas); dan Rekonstruksi tindak pidana. Jadi rekonstruksi tindak pidana 
dalam hal ini merupakan salah satu kegiatan pemeriksaan dalam rangka 
penyidikan suatu tindakan pidana (Hamid AT, 2001:21). 
Sebagaimana telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya bahwa maksud 
diadakan rekonstruksi tindak pidana adalah untuk memberikan gambaran yang 
jelas tentang terjadinya suatu peristiwa pidana dengan jalan memperagakan 
kembali cara tersangka dalam melaksanakan tindakannya.  
Dengan diperagakannya kembali bagaimana cara tersangka melaksanakan 
tindak pidana, di sini akan diketahui benar tidaknya keterangan yang telah 
diberikan kepada penyidik, sehingga dapat pula diketahui apakah tersangka 
tersebut benar-benar pelaku kejahatan yang disangkakan. Karena apabila seorang 
tersangka telah memberikan keterangan bahwa dialah yang melaksanakan tindak 
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pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya, keadaan semacam ini belumlah 
cukup untuk memastikan bahwa memang benar tersangka itulah yang 
melaksanakan tindak pidana, tanpa dikaji terlebih dahulu keadaan alat-alat bukti 
lain yang relevan dengan permasalahannya. Hal tersebut bisa dimungkinkan 
terdakwa telah memberikan keterangan semacam itu adalah disebabkan adanya 
keterpaksaan yang diakibatkan adanya desakan dari pihak lain yang 
mengancamnya, misalnya saja tersangka telah diberi sejumlah uang dari pihak-
pihak lain yang sebenarnya pihak lain itulah yang ternyata melaksanakan tindak 
pidana tersebut dan bukan terdakwa yang sedang dihadapkan di pengadilan. 
Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa suatu perkara pidana tidaklah 
dapat hanya dibuktikan dengan satu alat bukti saja, tetapi harus disertai pula 
dengan alat bukti lainnya. Seperti yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya 
bahwa hukum acara pembuktian kita menganut teori pembuktian negatif wettelijk 
yang artinya selain hukum pembuktian kita telah mendasarkan kepada adanya 
syarat alat bukti yang sah yaitu sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang 
diperlukan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan 
terdakwalah yang telah melaksanakan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Hal 
ini sesuai dengan bunyi pasal 183 KUHAP, seperti penulis telah sebutkan di bab 
sbelumnya. Di samping adanya keberadaan alat bukti yang relevan harus 
diperlukan, maka diperlukan juga rekonstruksi tindak pidana, karena dengan 
rekonstruksi tindak pidana akan diperoleh suatu gambaran yang jelas tentang 
terjadinya suatu tindak pidana, serta kebenaran keterangan tersangka apakah dia 
benar-benar telah melaksanakan perbuatan tersebut. Dalam hal semacam inilah 
rekonstruksi tindak pidana sangat diperlukan perananya untuk mengungkap suatu 
kejahatan. 
C. Pembahasan 
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Dalam kasus tersebut di atas berdasarkan resume berita acara rekonstruksi 
tindak pidana yang telah dilakukan oleh penyidik pembantu tersebut, maka dapatlah 
penulis simpulkan bahwa dalam kasus tersebut di atas terdapat satu buah tindak 
pidana yang telah dilakukan oleh tersangka Supriyanto alias Suprih alias Baron dan 
tersangka Surono alias Melon, terhadap korban bernama Tutut Feri Wiyanto. Adapun 
satu tindak pidana yang telah dilakukan tersebut adalah: menghilangkan nyawa orang 
lain. 
Menurut Muljatno dalam bukunya ”Asas-asas Hukum Pidana” menyebutkan 
bahwa untuk menuduh seseorang telah melaksanakan perbuatan pidana, maka 
perbuatan orang tersebut harus memenuhi beberapa unsur (elemen) yaitu: 
1. Kelakuan dan akibat (perbuatan). 
2. Hal ikhwal atas keadaan yang menyertai perbuatan. 
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 
4. Unsur yang melawan hukum obyektif. 
5. Unsur yang melawan hukum subyektif. 
Pada kelima unsur tersebut di atas tidak diterangkan lebih lanjut mengenai 
pengertiannya. Yang perlu dibahas lebih lanjut dalam hal ini adalah, apakah 
perbuatan yang telah dilakukan tersangka Supriyanto alias Suprih alias Baron tersebut 
telah memenuhi unsur-unsur  perbuatan di atas? 
Secara yuridis dapat dikatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan tersangka 
tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hal 
ini berarti bahwa perbuatan itu sebelum dilakukan telah dilarang oleh undang-undang 
untuk dilakukan (asas legalitas) jelas dilakukan, maka orang tersebut dituduh telah 
melaksanakan tindak pidana. 
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Dalam suatu perbuatan untuk dapat dikatakan bahwa perbuatan itu merupakan 
suatu tindak pidana, maka harus memenuhi beberapa unsur-unsur yaitu: 
1. Unsur mutlak yaitu: 
a. Tingkah laku / perbuatan 
b. Melawan hukum 
c. Adanya kesalahan 
2. Unsur tertentu yaitu: 
a. Unsur akibat konstitutif, misalnya hilangnya nyawa adalah merupakan unsur 
akibat konstitutif yang harus ada dalam tindak pidana pembunuhan. 
b. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana. 
Adapun untuk membahas apakah perbuatan Supriyanto alias Suprih alias Baron 
tersebut merupakan suatu tindak pidana, maka akan diuraikan selanjutnya mengenai 
pasal berapa yang tepat untuk dikenakan pada perbuatannya tersebut di atas. Seperti 
telah dikemukakan di atas bahwa ada satu perbuatan yang telah dilakukan oleh 
tersangka Supriyanto alias Suprih alias Baron terhadap korban Tutut Feri Wiyanto, 
yaitu: menghilangkan nyawa orang lain. 
Dalam berita acara rekonstruksi tindak pidana ada beberapa pasal cadangan 
yang dikenakan terhadap perbuatan Supriyanto alias Suprih alias Baron tersebut, 
yaitu: pasal 338 dan atau pasal 340 KUHP. Dari kedua pasal tersebut secara cepat 
dapat diketahui bahwa Supriyanto alias Suprih alias Baron telah melaksanakan 
perbuatan menghilangkan nyawa orang lain seperti yang tercantum dalam pasal 338 
KUHP. Untuk lebih jelasnya akan penulis bahas mengenai penerapan pasal-pasal 
yang dituduhkan kepada tersangka berikut ini: 
1. Pasal 338 KUHP menyebutkan sebagai berikut: ”barang siapa dengan sengaja 
menghilangkan nyawa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman 
selama-lamanya 15 tahun”.  
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Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pasal 338 KUHP, menurut 
M. Sudradjat Bassar (2004:102) adalah sebagai berikut: 
a. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu 
juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati. 
b. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang ”positif” walaupun 
dengan perbuatan yang kecil sekalipun. 
c. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, di sini harus ada hubungan 
kausal diantara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut. 
Jadi kematian itu harus diakibatkan oleh perbuatan itu (2004:121). 
Kalau dilihat hanya dalam berita acara rekonstruksi tindak pidana pada 
adegan-adegan yang diperagakan, dapat diketahui bahwa perbuatan yang 
dilakukan tersangka Supriyanto alias Suprih alias Baron, telah memenuhi unsur 
yang diminta oleh pasal 338 KUHP, yaitu: 
a. Unsur kesengajaan, ini terlihat pada berita acara rekonstruksi tindak pidana 
adegan ke-5, setelah mendekati pintu dasaran tersangka Supriyanto alias Suprih 
alias Baron mengeluarkan cluritnya yang semula disembunyikan di balik baju 
yang dipakainya. Dan adegan ke-7 setelah membuang sarung cluritnya, dengan 
tangan kanan sambil memegang clurit, tersangka Supriyanto alias Suprih alias 
Baron masuk sendiri ke dalam dasaran korban yang pada saat itu Tutut Feri 
Wiyanto masih tetap melayani seorang pembeli. Juga adegan ke-8 pada saat 
tersangka membacok korban pada bagian pundak sebelah kanan (dapat dilihat 
pada adegan 9, 10, 12) yang mengakibatkan korban tewas seketika. Dari 
perbuatan membacok korban tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan itu 
dimaksud supaya si korban mati. 
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b. Unsur adanya perbuatan yang ”positif” ini jelas terlihat dengan adanya 
perbuatan membacok korban pada bagian pundak sebelah kanan maupun yang 
membabi-buta dari arah belakang. 
c. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang. Unsur itu sudah jelas yaitu 
dengan dibacoknya korban Tutut Feri Wiyanto pada bagian pundak sebelah 
kanan maupun pada saat membabi-buta dari arah belakang yang menyebabkan 
korban kehilangan nyawa. 
2. Untuk dapat mengenakan pasal 340 KUHP kepada perbuatan Supriyanto alias 
Suprih alias Baron, maka unsur penting yang harus dipenuhi pada pasal ini adalah: 
”perbuatan menghabisi nyawa orang lain itu (membunuh) harus direncanakan 
terlebih dahulu”. Maksud dari direncanakan terlebih dahulu adalah: 
a. Yang bersalah dalam keadaan tenang memikirkan untuk melaksanakan 
pembunuhan, dan kemudian melaksanakan maksudnya, dan tidak menjadi soal 
berapa lama waktu yang diperlukan. 
b. Antara saat timbulnya pikiran untuk menghabisi nyawa korban dan saat 
melaksanakan pembunuhan ada saat atau waktu untuk berpikir dengan tenang. 
Yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah dalam perbuatan Supriyanto 
alias Suprih alias Baron terdapat unsur ”direncanakan terlebih dahulu”? 
Untuk menjawabnya sebaiknya kembali melihat pada adegan dalam 
rekonstruksi tindak pidana. Adegan ke-1 dijelaskan bahwa kedua berniat ”operasi” 
di Hutan Donoloyo dan dalam adegan ke-10 tersangka ”tidak panik” langsung 
membacok korban tanpa rasa takut perbuatannya diketahui, juga adegan ke-33 
selesai melaksanakan pembunuhan tanpa rasa menyesal dan sesuai yang 
direncanakan tersangka meninggalkan begitu saja tempat kejadian perkara. (lihat 
adegan ke-1, 10, 33). 
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Jadi kalau dilihat dari adegan rekonstruksi tindak pidana tersebut, unsur 
direncnakan terlebih dahulu seperti yang diminta oleh pasal 340 KUHP ini, 
terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan tersangka Supriyanto alias Suprih alias 
Baron dan Surono alias Melon. 
Dari kedua pasal yang dituduhkan di atas jelaslah bahwa perbuatan tersangka 
hanya memenuhi unsur-unsur yang diminta oleh pasal 340 KUHP saja. Akan 
tetapi bagi pemeriksa maupun penyidik akan berbahaya sekali kalau hanya 
mencantumkan satu pasal saja, tanpa adanya pasal cadangan, sehingga untuk 
menghindari ini penyidik harus menyusun beberapa pasal tuduhan di atas sebagai 
alternatif. 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan rekonstruksi tindak 
pidana dapat diketahui tindak pidana apa yang dilakukan tersangka, sehingga 
dengan demikian dapat mengungkap kejahatan yang dilakukannya. 
Adapun pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana pada ksus pembunuhan oleh 
tersangka Supriyanto alias Suprih alias Baron tersebut dilaksanakan di tempat 
kejadian perkara yang sebenarnya. Walaupun menurut teori dalam buku himpunan 
juklak dan juknis Polri menyebutkan bahwa ”rekonstruksi tindak pidana dapat 
dilakukan di TKP yang sebenarnya”. Kata ”dapat” tersebut menunjukkan bahwa 
rekonstruksi tindak pidana itu tidak harus dilaksanakan di TKP yang sebenarnya, 
dapat juga dilakukan di luar TKP yaitu bukan pada TKP yang sebenarnya. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Bunal Eko Trilaksono mengatakan 
bahwa ”Idealnya rekonstruksi tindak pidana itu dilakukan di TKP yang 
sebenarnya, namun dalam prakteknya rekonstruksi tindak pidana itu tidak 
dilakukan di TKP yang sebenarnya, hal ini dilakukan demi keamanan tersangka 
sendiri agar terhindar dari amukan masyarakat”. 
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Di samping itu berdasarkan wawancara dengan AKP Sugiyo SH yang 
menyatakan bahwa ”rekonstruksi tindak pidana dapat dilakukan di luar TKP, 
karena demi keselamatan tersangka agar terhindar dari amukan masa, hal ini juga 
disebabkan karena faktor biaya rekonstruksi tindak pidana sangat besar sedangkan 
anggaran yang ada terbatas, sehingga apabila rekonstruksi tindak pidana 
dilaksanakan di luar TKP dapat berhasil dengan baik, rekonstruksi tindak pidana 
dapat dilakukan di luar TKP yang telah ditentukan, karena hal ini dapat lebih 
menghemat biaya yang ada” (Wawancara dengan Bunal Eko Trilaksono, Aiptu 
Polisi, Kanit Identifikasi Polres Wonogiri, 15 Januari 2010). 
Dari beberapa hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa 
rekonstruksi tindak pidana pada dasarnya dilakukan di TKP yang sebenarnya, 
berhubung adanya hal-hal yang dapat mengkendala pelaksanaan rekonstruksi 
tindak pidana makan rekonstruksi tindak pidana dalam hal-hal tertentu dapat 
dilakukan di luar TKP. Sehingga kendala yang timbul dalam rekonstruksi tindak 
pidana di atas disebabkan oleh faktor dari luar, yaitu masyarakat yang ternyata 
masih mempunyai rasa dendam terhadap tersangka karena peristiwa tersebut 
menimpa warganya (Wawancara dengan Sugiyo SH, AKP, Penyidik Polres 
Wonogiri, 30 Januari 2010). 
BAB IV 
PENUTUP 
H. Simpulan 
Dalam bab IV yang merupakan bab terakhir akan penulis simpulkan tentang 
uraian dari bab-bab sebelumnya sampai pada bab pemecahannya. Adapun kesimpulan 
yang penulis peroleh dari uraian di atas adalah sebagai berikut: 
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1. Pelaksanaan Rekonstruksi Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan Guna 
Mengungkap Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan oleh Polres Wonogiri 
dilakukan pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2009 sekira pukul 09.00 WIB di TKP 
Hutan Donoloyo, Kab. Wonogiri,  yang terdiri atas 33 adegan diantaranya terdapat 
adegan tersangka Supriyanto membacok korban dengan menggunakan clurit yang 
mengakibatkan korban Tutut Feri Wiyanto meninggal dunia di TKP dan Sdr. 
Wahyutiningsih luka bacok di bagian kepala dan punggung selanjutnya kedua 
tersangka mengambil barang-barang milik korban berupa 2 (dua) HP masing-
masing merek Sony Erikson tipe K300I dan Nokia tipe 6030, sepeda motor Mio 
warna merah B6330TEY, 2 (dua) buah cincin emas dan uang tunai Rp. 110.000 
(seratus sepuluh ribu rupiah). Setiap adegan diambil fotonya sebagai dokumentasi 
pendukung BAP rekonstruksi. Dengan adegan-adegan tersebut, polisi dapat 
mengungkap unsur-unsur pidana yang terjadi. 
 
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik dalam melaksanakan Rekonstruksi 
adalah memberikan pengamanan terbuka dan tertutup seketat mungkin karena 
rekonstruksi tindak pidana tersebut dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP) 
yang sebenarnya. Untuk mengatasi minat masyarakat yang antusias dalam 
menyaksikan pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana maka dilakukanlah 
penyuluhan untuk memberikan penerangan kepada masyarakat tentang pentingnya 
rekonstruksi tindak pidana sehingga masyarakat tidak hanya menonton saja tetapi 
juga mengerti maksud diadakannya rekonstruksi tindak pidana tersebut. Dengan 
demikian masyarakat diharapkan dapat turut serta menjaga dan mendukung agar 
tetap lancarnya pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana. 
B. Saran 
Beberapa saran akan penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 
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1. Mengingat sering terjadinya hambatan dari masyarakat yang kurang tertib 
sehingga mengganggu jalannya rekonstruksi, maka hendaknya peranan Polri 
sangat diperlukan untuk lebih banyak memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum 
kepada masyarakat. 
2. Untuk lebih berhasilnya rekonstruksi diperoleh suatu gambaran yang jelas tentang 
terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka alangkah lebih 
baiknya jika pelaksanaan rekonstruksi itu dilakukan di tempat kejadian perkara 
yang sebenarnya, dengan mengerahkan bantuan sukarela dari petugas keamanan 
seperti hansip, kamra, mengingat terbatasnya personil Polri yang ada. 
3. Perlu adanya suatu penetapan perincian anggaran rekonstruksi yang jelas untuk 
menghindari adanya penyimpangan penggunaan anggaran, di samping itu juga 
mengingat pentingnya rekonstruksi, maka untuk anggaran pelaksanaannya perlu 
diperhatikan. 
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